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BAB III 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka didapatkan ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1 . Bentuk pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan 

pertambangan pasir ilegal di aliran sungai progo Kabupaten Bantul yang 

masif dilakukan berupa penegakan hukum administratif dengan upaya 

preventif seperti pengawasan, monitoring, sosialisasi, mengadakan forum 

rapat serta dilakukan penegakan hukum dengan upaya seperti pengenaan 

sanksi sesuai mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

namun hal tersebut masih dirasa kurang efektif karena hingga saat ini 

aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan dengan alat berat 

serta mesin sedot dalam lingkup wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

di aliran sungai progo Kabupaten Bantul  masih banyak dilakukan.  
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2.  Kendala-kendala yang terjadi ketika pelaksanaan penegakan hukum 

terkait dengan permasalahan pertambangan pasir ilegal yang terjadi di 

aliran sungai progo Kabupaten Bantul antara lain : 

a. Kurang dan tidak meratanya sosialisasi atau pembinaan 

oleh pemangku kebijakan.  

b. Kurang cepatnya para aparat penegak hukum dalam 

melakukan koordinasi antar OPD (Organisasi Pemerintah 

Daerah) terkait untuk menangani permasalahan 

penambangan pasir secara ilegal  

c. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan 

partisipasi aktif untuk membuat aduan/laporan    

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang ,Dinas Lingkungan Hidup dan pemangku 

kebijakan saat ini memerlukan upaya integrasi dan koordinasi yang lebih 

cepat untuk memberantas masalah pertambangan pasir ilegal ini.  

2. Pemerintah perlu menekankan upaya preventif (pencegahan), kemudian 

yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah saat ini yaitu perlu adanya 
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pembenahan terkait dengan aspek monitoring dan pengawasan khususnya 

dalam bidang pertambangan yakni penguatan kualitas inspektur tambang 

yang bertugas mengawasi kegiatan pertambangan, disamping itu kegiatan 

sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan haruslah lebih merata.  
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Gambar 1: Aktivitas pertambangan pasir di Desa Trimurti 

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 
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Gambar 2: Kendaraan pengangkut pasir yang melewati Jalan  

Bendo - Mangiran Desa Trimurti yang merupakan area pemukiman 

penduduk 
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Gambar 3: Kendaraan pengangkut pasir yang melewati Jalan  Bendo, Mangiran 

Desa Trimurti yang merupakan area pemukiman penduduk 
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Gambar 4: Proses pengumpulan data primer / penggalian 

informasi dari responden dan masyarakat 
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Gambar 5: Alat berat yang melebihi 25 horse power beroperasi  
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Gambar 6: Wawancara dengan Narasumber Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bantul 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


